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ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-

Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan Tim Penyusun Materi Debat 

Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

 bahwa Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas pakar 

yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh 

masyarakat. 

 bahwa Tim Penyusun Materi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan 

kapasitas sesuai bidangnya; dan 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak 

mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan 

Calon, dan/atau Tim Kampanye. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109);  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 



dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-

Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;  Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pangandaran Nomor 

35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;  Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten  Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 

2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 

78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 



pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor 84/PL.02.4–Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PL.02.4–Kpt/3218/Kab/IX/2020 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 98/PL.02.4–Kpt/3218/Kab/XI/2020 Tahun 2020  

diatur tentang: 

 Tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-

Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020.; 1. Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau 

Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Tugas Tim 

Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 

1.Menyusun Materi Debat terkait pendalaman atau penjabaran visi dan misi 

Pasangan Calon, dengan tema antara lain : a. meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyerasikan pelaksanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat dengan 

nasional; f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; 

dan g. kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 2. Dapat memberikan usulan moderator.; 3. Masa 

Kerja Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh 

rangkaian kegiatan penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar-

Pasangan Calon.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim 

Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada 

Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 



Tahun 2020. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November  2020. 

 - Lampiran 1 Halaman. 

    

    


